 BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut maka Pemerintah Kota Semarang wajib memberikan layanan Pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/ MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2008 kembali meluncurkan program yang dapat mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (yang selanjutnya disebut BPP) yang diperuntukkan bagi peserta didik SD / MI / SDLB / SMP / MTs / SMPLB pada satuan pendidikan Negeri maupun Swasta. Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan tahun ini merupakan tahun kedua.   

B. Tujuan

Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu dan meringankan bagi peserta didik yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang dapat menjangkau layanan pendidikan.
C. Sasaran Program dan Besar Bantuan

1. 
Sasaran

Sasaran program BPP adalah semua peserta didik pada satuan pendidikan SD dan SMP serta satuan pendidikan yang sederajat baik negeri maupun swasta diseluruh wilayah administrasi Kota Semarang. 
Program kejar paket A, paket B dan Madrasah Diniyah tidak termasuk sasaran dari BPP, karena peserta didiknya telah terdaftar disatuan pendidikan reguler yang telah menerima BPP.
2. 
Besar Bantuan

Besar dana BPP yang di terima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik semester kedua Tahun Pelajaran 2007/2008 dan semester pertama Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. BPP untuk SD/MI/SDLB sebesar Rp 120.000,-/peserta didik/ tahun.
b. BPP untuk SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp 150.000,-/peserta didik/ tahun.

D. Landasan Hukum

a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.
d. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2008.

E. Waktu
Pada Tahun Anggaran 2008 Dana BPP diberikan mulai bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 (selama 12 bulan) melalui dua periode yaitu : Periode pertama Januari – Juni 2008 dan Periode kedua Juli - Desember 2008.
F. Pendanaan BPP

Pendanaan BPP berasal dari APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2008 dan dialokasikan pada anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

BAB II

PROGRAM BPP


A. 
Pengertian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)

Dalam rangka pengelolaan  Dana BPP oleh pihak satuan pendidikan, agar dalam pelaksanaannya dapat memahami program BPP dengan baik dan benar perlu diuraikan definisi tentang beberapa terminologi yang berkaitan dengan program BPP. Definisi tersebut meliputi : Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Investasi pendidikan, Biaya operasi satuan pendidikan Biaya operasi kepersonaliaan, Biaya operasi non-kepersonaliaan dan Biaya personal. 
1. Biaya Satuan Pendidikan 
adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. 

Biaya Satuan Pendidikan terdiri dari :

Biaya Investasi,  Biaya Operasional dan Biaya Personal.

2. Biaya investasi pendidikan 
adalah dana yang diperlukan untuk pengadaan atau penambahan kapasitas pelayanan pendidikan seperti pengadaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengadaan atau penambahan modal kerja tetap. 

3. Biaya operasi satuan pendidikan 
adalah bagian dari dana pendidikan yag diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. 
Biaya operasi satuan pendidikan terdiri atas :

Biaya operasi kepersonaliaan dan Biaya operasi non kepersonaliaan.
4. Biaya operasi kepersonaliaan 
adalah bagian dari biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk finansial dan non finansial. Biaya operasi kepersonaliaan finansial diperlukan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Sedangkan biaya operasi kepersonaliaan non finansial diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia pendidik maupun tenaga kependidikan satuan pendidikan.
5. Biaya operasi non-kepersonaliaan 
adalah bagian dari biaya operasi satuan pendidikan yang diperlukan untuk pengadaan bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi satuan pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan yang sejenisnya.
6. Biaya personal 
adalah dana yang dikeluarkan oleh peserta didik antara lain untuk pakaian, trasportasi, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya. 

B. Penggunaan Dana BPP 
Penggunaan dana BPP adalah pada hal-hal yang belum dianggarkan pada anggaran APBD Kota Semarang Tahun 2008 oleh satuan pendidikan atau untuk menambah anggaran dari RAPBS yang belum mencukupi agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dana BPP digunakan untuk :
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang meliputi : biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaraan ulang untuk peserta didik baru, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.

2. Pembiayaan non-kepersonaliaan kecuali pajak dan asuransi. Seperti misalnya : pembelian bahan-bahan habis pakai buku tulis, kapur tulis/ spidol, pensil, bahan praktikum, buku induk peserta didik, lembar kerja peserta didik, buku inventaris pada satuan pendidikan.

3. Pembiayaan personal kepeserta didikan yang meliputi : program ulangan umum tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, Tes Kemampuan Dasar, ulangan harian, ujian tulis maupun praktek, ujian nasional/ Ujian Sekolah Bertaraf Nasional (USBN), program remedial, program pengayaan materi, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, lomba synopsis, PORSENI, lomba siswa teladan, lomba maple, olimpiade, lomba sekolah sehat, lomba perpustakaan, lomba K-3, lomba madding, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya dan pembimbingan siswa dalam lomba dan kegiatan.

4. Pembiayaan operasi kepersonaliaan non finansial untuk pengembangan profesi guru yang meliputi : pelatihan KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. 

5. Pembiayaan perawatan sarana prasarana satuan pendidikan yang meliputi : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya, maksimum 15 %. Apabila diperkirakan melebihi 15 % harus seijin Kepala Dinas Pendidikan. 
6. Bila seluruh komponen 1 sampai dengan 5 diatas telah terpenuhi melalui pendanaan BPP dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler satuan pendidikan.
7. Beaya pengelolaan dana BPP pada setiap periode maksimum 3 % dari anggaran yang diterima
C. Ketentuan Lain

Dana BPP tidak boleh digunakan atau diperkenankan untuk :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Dipakai sebagai dana saham dan dana talangan kegiatan yang tidak sesuai   

 petunjuk penggunaan BPP.
4. Membayar atau membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan langsung 
 dengan kepentingan peserta didik.

5. Mendanai biaya investasi pendidikan dan biaya operasi kepersonaliaan finansial.
6. Membeli barang/peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar. 
7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/mencukupi  
 dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah.
8. Bendahara BPP harus berdiri sendiri, bukan bendahara BOS atau bendahara yang lain.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN


A.  
Dinas Pendidikan Kota Semarang
1. Hak

a. Meminta laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dari satuan pendidikan penerima  Dana BPP.
b. Menunda distribusi Dana BPP pada satuan pendidikan yang belum menyerahkan laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan pada Dinas Pendidikan dari dana BPP yang sudah diterima.
c. Menunda distribusi Dana  BPP pada satuan pendidikan yang bermasalah dalam pengelolaan Dana BOS maupun Dana  BPP.

d. Pemantauan dan pengendalian Dana BPP pada satuan pendidikan penerima Dana BPP.
2. Kewajiban

a. Pendataan dan Pengajuan usulan satuan pendidikan penerima Dana BPP.
b. Menyalurkan secara langsung dana BPP dari rekening anggaran BPP Pemerintah Kota Semarang ke rekening satuan pendidikan yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan yang berlaku.

c. Mengkoordinasikan satuan pendidikan penerima Dana BPP 

d. Memberikan sosialisasi tentang Dana BPP pada satuan pendidikan.
B. 
Satuan Pendidikan Penerima Dana BPP

1. Hak

a. Semua satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta berhak memperoleh Dana BPP
b. Satuan pendidikan yang mampu secara ekonomi dan saat ini memiliki Penerimaan lebih besar dari dana yang berasal dari Dana  BOS ditambah Dana BPP memiliki hak untuk menolak Dana BPP. 
c. Satuan pendidikan yang tidak mempunyai peserta didik miskin, maka dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan di gunakan untuk mensubsidi seluruh peserta didik, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua peserta didik.

2. Kewajiban

a. Khusus Satuan pendidikan swasta harus memiliki ijin operasional (surat keterangan penyelenggaraan pendidikan). 
b. Satuan pendidikan yang bersedia menerima Dana BPP harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. 
c. Satuan pendidikan penerima Dana BPP wajib menyimpan dana tersebut pada rekening khusus Dana BPP atas nama satuan pendidikan. 

d. Dana BPP dibukukan secara khusus terpisah dari dana lain yang diterima oleh satuan pendidikan.

e. Apabila muncul bunga bank dari dana BPP Satuan pendidikan wajib menyetorkan bunga tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang.
f. Satuan Pendidikan wajib menyetorkan kembali sisa dana BPP yang tidak bisa terserap sampai dengan bulan Desember  tahun 2008.
g. Sekolah yang selama ini memungut iuran dari orang tua peserta didik lebih kecil dari Dana BOS ditambah Dana  BPP, maka sekolah harus membebaskan iuran-iuran sekolah kepada seluruh peserta didik.
h. Keputusan atas penolakan Dana BPP harus melalui persetujuan dengan orang tua peserta didik dan komite satuan pendidikan dan bilamana pada satuan pendidikan tersebut terdapat peserta didik miskin, maka satuan pendidikan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik tersebut (melakukan subsidi silang dari keluarga yang mampu).
i. Satuan pendidikan diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/sumbangan/iuran bagi seluruh peserta didik miskin yang ada di satuan pendidikan tersebut. Sisa dana BPP (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi peserta didik lain.
j. Dana BPP diumumkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama orang tua/wali peserta didik.
k. Bagi satuan pendidikan penerima Dana BPP tahun anggaran 2008 diwajibkan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN


A. 
Penyaluran, Pengambilan dan Pelaporan Dana BPP

1. Penyaluran 
a. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki rekening khusus Dana BPP, harus membuka nomor rekening atas nama satuan pendidikan atau lembaga (tidak boleh atas nama pribadi). 
b. Satuan pendidikan yang telah memiliki rekening khusus Dana BPP mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta Surat Keputusan tentang Petugas Pengelola Dana BPP yang terdiri dari Ketua dan Bendahara yang diterbitkan oleh Kepala Satuan pendidikan.

c. Satuan pendidikan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan dan SPJ keuangan kepada Dinas Pendidikan sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. 

d. Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening satuan pendidikan.
e. Dinas Pendidikan atau Dinas Pengelola Keuangan Daerah mentransfer dana BPP dari rekening dana BPP ke rekening masing-masing satuan pendidikan sesuai jumlah peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud (data peserta didik sesuai data BOS).
2. Pengambilan  
a. Dana BPP harus di terima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang di buat oleh Pemerintah Kota Semarang, dan tidak di perkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

b. Besar penggunaan dana BPP pada setiap periode di sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam RAPBS.
c. Pengambilan dana BPP harus dilakukan oleh Kepala Sekolah dan atau Bendahara.

3. Pengembalian

a. Bunga bank yang muncul dari rekening dana BPP pada tiap satuan pendidikan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang paling lambat tanggal 5 Desember 2008. 
b. Bilamana terdapat sisa dana BPP di satuan pendidikan, maka pada akhir tahun anggaran dana tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 5 Desember 2008. 
4. Pelaporan
a. Pelaporan dan SPJ keuangan dilakukan dua kali sesuai periode penyaluran Dana BPP.
b. Untuk periode I Januari – Juni laporan dan SPJ keuangan paling lambat bulan Juli 2008, sedangkan periode II Juli – Desember paling lambat tanggal 10 Desember 2008.
c. Pelaporan keuangan dibuat rangkap empat, satu untuk Dinas Pendidikan, satu untuk Pemerintah Kota Semarang (DPKD), satu untuk, satu untuk Komite Sekolah dan satu asli untuk arsip satuan pendidikan penerima dana BPP. Untuk SD/ MI dan SDLB ditambah 1 untuk Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan masing- masing. 
B. TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA

1. Satuan pendidikan tidak di perkenankan melakukan manipulasi data jumlah peserta didik dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
2. Satuan pendidikan tidak di perkenankan memanipulasi data besar iuran satuan pendidikan dengan maksud untuk tetap dapat memungut iuran kepada orang tua peserta didik.
3. Satuan pendidikan harus bersedia untuk di audit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang di kelola oleh satuan pendidikan, baik yang berasal dari dana BPP maupun dari sumber lain.
4. Satuan pendidikan harus mengelola dana BPP secara transparan dan bertanggung jawab.
5. Satuan Pendidikan dalam pemanfaatan dana BPP harus mengacu pada indek harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang ( SK Walikota Semarang)
BAB V

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPOPAN



Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu di lakukan monitoring, supervisi dan evaluasi yang di lakukan secara efektif dan terpadu. Pada dasarnya kegiatan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap suatu program dapat di lakukan sendiri oleh pengelola program 
A. Monitoring dan Supervise

Bentuk kegiatan monev internal ini adalah melakukan pemantauan dan supervisi, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BPP Bidang Pendidikan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meny akinkan bahwa dana BPP di terima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat
Komponen utama yang di monitor antara lain

1. Alokasi dana satuan pendidikan penerima bantuan
2. Penyaluran dan penggunaan dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan monitoring di lakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. 
a. Monitoring Pelaksanaan Program

1. Monitoring di tujukan untuk memantau:

a. Penyaluran dan penyerapan danadi satuan pendidikan 
b. Penggunaan dana di tingkat satuan pendidikan.

2. Responden terdiri dari satuan pendidikan murid dan/atau orag tua murid penerima Bantuan. Monitoring akan di laksanakan pada saat penyaluran dana dan pada paska penyaluran dana. 
b. Monitoring Penanganan Pengaduan
1. Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mcnyelesaikan masalah yang muncul di satuan pendidikan.
2. kerijasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan di lakukan sesuai kebutuhan. 
B. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan BPP, masing - masing pengeiola di tiap Satuan pendidikan diwajibkan untuk melaporkan basil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.
Hal-hal yang perlu di laporkan: 
a. Statistik Penerima Bantuan

Laporan Statistik Penerima Bantuan adalah laporan tentang penerima bantuan tiap satuan pendidikan berdasarkan jenjang, status, dan jenis satuan pendidikan dan rekapitulasi jumlah peserta didik miskin yang di bebaskan dari segala pungutan/ iuran.

b. Laporan Hasil Penyerapan Dana Bantuan

Laporan ini berisikan tentang besar dana yang di alokasikan untuk setiap jenjang pendidikan, jenis satuan pendidikan, status satuan pendidikan, sertaberapayangtelahdi scrap.
c. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Monitoring dan Evaluasi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

d. Pihak Satuan pendidikan
Dokumen laporan pelaksanaan yang harus di dokumentasi dan di simpan oleh satuan pendidikan meliputi berkas-berkas sebagai berikut:

1. Nama-nama peserta didik di satuan pendidikan penerima PBPP
2. Nama-nama peserta didik miskin yang di bebaskan dari segala pungutan
3. Jumlah dana yang di kelola satuan pendidikan dan catatan penggunaan dana.
4. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran
5. Lembar pencatatan pengaduan

Adapun laporan yang harus di serahkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah rekapitulasi dari dokumen laporan yang telah di dokumentasikan di atas.
e. Jadwal Pelaksanaan 

	No.
	Waktu
	Kegiatan
	Sasaran
	Keterangan

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	April 08

Mei 08

Juni 08

Juni 08
Juli 08

Juli 08

Agustus 2008

Sept 08

Nop 08

10 Des. 08
	Pendataan Siswa Penerima BPP 2008

Rapat koordinasi Panitia Pelaksana BPP tahap I

Sosialisasi BPP Tahap I

Penyaluran Dana BPP Tahap I
Januari – Juni  08

Laporan SPJ Tahap I dari Sekolah-sekolah

Monitoring BPP tahap I

Sosialisasi BPP tahap II

Penyaluran Dana BPP Tahap II
Monitoring BPP Tahap II

Laporan SPJ

Dari sekolah 

Tahun anggaran 2008
	SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

Panitia BPP Kota Semarang

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta

SD/SDLB/MI/SMP.SMPLB/MTS Negeri / Swasta


	918 Sekolah
61 Orang

918 Sekolah

Rp. 14.311.785.000,-
918 Sekolah

918 Sekolah

918 Sekolah

(menunggu pendataan)
918 Sekolah

918 Sekolah




C. PENGAWASAN DAN SANGSI 
A. Pengawasan

Pengawasan yang di maksud di sini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang di lakukan oleh lembaga di luar pengelola program (monev eksternal). Pengawasan terhadap pelaksanaan program BPP ini di lakukan oleh lembaga pengawasan yang, berkompeten, antara lain BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Bawasda Provinsi serta Bawasda Kota Semarang.
Lembaga tersebut di atas bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap kinerja dan administrasi keuangan.
Lembaga tersebut dapat melakukan monitoring dalam rangka memotret pelaksanaan program BPP di satuan pendidikan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BPP, diharapkan agar segera dilaporkan kepada lembaga yang berwenang. 
B. Sangsi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya

a). Penerapan sangsi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
b). Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
c). Penerapan proses hukum
d). Pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
BAB  VI

P E N U T U P

Petunjuk pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Tahun 2008  ini sebagai pedoman/ acuan pada sekolah / madrasah dalam menggunakan dana BPP Agar pelaksanaan penyaluran BPP dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilakukan dalam penyaluran dana BPP Tahun 2008, sehingga penyusunannya menjadi beban dari Anggaran Pembeayaan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang telah disyahkan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2008, dengan rekening BPP Nomor: 1.01.1.01.01.16.119.
Akhirnya semoga Juklak ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Contoh surat perjanjian untuk sekolah Negeri 

SURAT PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA BANTUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ( BPP )

Tentang pemberian  Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk biaya operasional sekolah di SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs/ SMPLB**)………………… Kelurahan ………………………, Kecamatan…………………….Kota Semarang 

Pada hari ……….. tanggal ………. Bulan …….. tahun …………… yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama    : Dr. Ir . Nana Storada, SE, MM 
   Jabatan  : Kasubdin Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Kota Semarang

    Alamat  : Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang

    Sebagai Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), berdasarkan SK

    Walikota Nomor : ………………. Tanggal ………………, bertindak atas nama Pemerintah Kota Semarang, selaku Pemberi Tugas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
: ………………………………………….

    Jabatan 
: Kepala Sekolah …………………………


Alamat  :


Bertindak atas (...................................) selaku penerima tugas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak setuju dan bersepakat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan

: Mengelola dana BPP

Jumlah Bantuan

: Rp …… Jml SiswaXRp.10.000,-X 6 bl =.....



                           (………………………………)

Waktu Pelaksanaan

:Januari – Juni 2008 ( 6  Bulan )

Tata Cara Pembayaran  
:Pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening sekolah berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh Walikota Semarang.

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melaporkan kegiatannya kepada Pihak Pertama.

Pihak Kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang, tentang penggunaan dana yang bersumber dari dana BPP maupun yang berasal dari sumber lain.

Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka Pihak Kedua akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Daerah.

Pihak Pertama :
A.n. Kepala Dinas 





Pihak Kedua

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran




      









Kepala   

                                              



SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs








Materai  6000

Dr. Ir. Nana Storada, SE, MM



…………………

NIP. : 500094229





NIP.:
Contoh surat perjanjian untuk sekolah swasta
SURAT PERJANJIAN

PEMBERIAN DANA BANTUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ( BPP )

Tentang pemberian  Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk biaya operasional sekolah di SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs/ SMPLB**)………………… Kelurahan ………………………, Kecamatan…………………….Kota Semarang 

Pada hari ……….. tanggal ………. Bulan …….. tahun …………… 
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama    : Drs. Sri Santoso

   Jabatan  : Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

    Alamat  : Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang

    Sebagai Pengguna Anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), berdasarkan SK

    Walikota Nomor : ………………. Tanggal ………………, bertindak atas nama Pemerintah Kota Semarang, selaku Pemberi Tugas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
: ………………………………………….

    Jabatan 
: Kepala Sekolah …………………………

    Alamat  :

Bertindak atas (...................................) selaku penerima tugas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak setuju dan bersepakat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan

: Mengelola dana BPP

Jumlah Bantuan

: Rp …… Jml SiswaXRp.10.000,-X 6 bl =.....



                           (………………………………)

Waktu Pelaksanaan

:Januari – Juni 2008 ( 6  Bulan )

Tata Cara Pembayaran  
:Pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung ke Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melaporkan kegiatannya kepada Pihak Pertama.

Pihak Kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang, tentang penggunaan dana yang bersumber dari dana BPP maupun yang berasal dari sumber lain.

Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka Pihak Kedua akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Daerah.

Pihak Pertama :
Kepala Dinas 





Pihak Kedua

Selaku Pengguna Anggaran 





      


Kepala   

                                              



SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs









Materai  6000

Drs. H. Sri Santoso





…………………

NIP. : 
130911415





NIP.:

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN NOMOR REKENING SEKOLAH

Pada hari ini, tanggal ……… kami kirimkan salinan halaman pertama Buku Tabungan Bank  …………………  alamat   ………………….  Atas nama Sekolah : .......................

Nama Sekolah
: …………………………………………………………………….

NIS                
: …………………………………………………………………….

Alamat Sekolah
: Jalan ……………………………………………………………




  Kelurahan ……………………………………………………..




  Kecamatan ……………………………………………………



  Kota Semarang

No Rekening
: …………………………………………………………………….

Atas Nama

: 1. ……………….. Jabatan Kepala Sekolah




  2. ……………….. Jabatan Komite Sekolah

Nomor telepon Sekolah/guru yang bisa dihubungi jika fax yang kami kirimkan kurang jelas :

  ……………………………….  No. Telp  …………………………………………

  ……………………………….  No. Telp  …………………………………………

  ……………………………….  No. Telp  …………………………………………







Yang Mengirimkan







( ………………… )

SURAT KESANGGUPAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama



: ....................................... .......................................
NIP




: ....................................... .......................................
Kepala


: SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs/ SMPLB .............................
Dengan ini menyatakan sanggup untuk membuat Pelaporan dan SPJ Keuangan BPP dilakukan dua kali sesuai periode penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

Demikian surat kesanggupan ini kami buat dengan sesungguhnya dengan rasa  tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.







Semarang, .............................







Yang membuat pernyataan







Kepala SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs                 





......................................................






Materai  6000






…………………..................................






NIP.:

FORMAT YANG DIPAKAI SEBAGAI SPJ KEUANGAN BPP
BUKU KAS UMUM

PENGELOLAAN BPP SD/ MI / SDLB/ SMP/ MTs/ SMPLB ..............................

BULAN : .......................

TAHUN 2008

	No.
	Tanggal
	Uraian Kegiatan
	Penerimaan
	Pengeluaran

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Jumlah 
	
	

	
	
	Saldo 
	
	

	
	
	Jumlah penutupan
	
	









Semarang, ...............  2008
Bendahara

Mengetahui

Kepala..............................








(.................................)

(......................................)


NIP. :

NIP. : .............................

BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : ..............
SD/ MI / SDLB/ SMP/ MTs/ SMPLB TAHUN 2008

	PEMUNGUTAN
	PENYETORAN

	No
	Tanggal
	Uraian
	PPN
	PPh 22
	PPH21
	Jml
	No
	Tanggal
	Uraian
	PPN
	PPh 22
	PPH
21
	Jml

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










Semarang, ...............  2008

Bendahara

Mengetahui

Kepala..............................









(.................................)

(......................................)


NIP. :

NIP. : .............................

REKAPITULASI LAPORAN SPJ BPP

BULAN : ............
SD/ MI / SDLB/ SMP/ MTs/ SMPLB TAHUN 2008
	Jumlah / Saldo Dana
	Pengeluaran
	Sisa Dana

	
	
	










Semarang, ...............  2008

Bendahara

Mengetahui

Kepala..............................









(.................................)

(......................................)


NIP. :

NIP. : .............................
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